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PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG
PELIMPAHAN WEWENANG PEMBERIAN IZIN PRINSIP PENANAMAN
MODAL KEPADA KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM, KEPALA
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS BINTAN WILAYAH KABUPATEN BINTAN,
KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BINTAN WILAYAH KOTA TANJUNG
PINANG DAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS KARIMUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata
Cara Permohonan Penanaman Modal telah
dilaksanakan pelimpahan wewenang berdasarkan
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman
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Mengingat

1.

Modal Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pelimpahan
Wewenang Pemberian Pendaftaran Penanaman
Modal kepada Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas Batam, Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan, Kepala
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kota
Tanjung Pinang dan Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas Karimun;

bahwa dalam rangka penyempurnaan pedoman
dan tata cara permohonan penanaman modal,
telah diundangkan Peraturan Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun
2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan
dan Nonperizinan Penanaman Modal yang
sekaligus mencabut Peraturan Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun
2009 tentang Pedoman dan Tata Cara
Permohonan Penanaman Modal,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal tentang Pelimpahan Wewenang
Pemberian Izin Prinsip Penanaman Modal kepada

Kepala Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam,
Kepala Badan Pengusahaan Kawasan

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan
Wilayah Kabupaten Bintan, Kepala Badan
Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kota Tanjung
Pinang dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Karimun;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang


http://www.djpp.kemenkumham.go.id

3 2013, No0.942

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
251, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4729);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4724);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007
tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4757) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011
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10.

11.

12.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5195);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007
tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Bintan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4758);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007
tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Karimun (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 109,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4759);

Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007
tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 86 Tahun 2012 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
210);

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009
tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang
Penanaman Modal;

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010
tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan
Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan
di Bidang Penanaman Modal,

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
24/PRT/M/2009 tentang Pendelegasian
Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang
Pekerjaan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang
Penanaman Modal kepada Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal,;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 83 Tahun
2009 tentang Pendelegasian Wewenang
Pemberian lzin Usaha di Bidang Transportasi
Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu
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Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal kepada
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor
06/PERMEN/M/2009 tentang Pendelegasian
Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang
Perumahan Dalam Rangka Pelaksanaan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang
Penanaman Modal kepada Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal,

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 147/M-
IND/ PER/10/2009 tentang Pendelegasian
Kewenangan Pemberian lIzin Usaha Industri, Izin
Perluasan, Izin Usaha Kawasan Industri, dan lIzin
Perluasan Kawasan Industri Dalam Rangka
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) kepada
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Perindustrian Nomor 16/M-
IND/PER/2/2010;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1244/Menkes/ Per/Xl11/2009 tentang

Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di
Bidang Kesehatan Dalam Rangka Pelaksanaan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang
Penanaman Modal kepada Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal,;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.01/Menhut-11/2010 tentang Pendelegasian
Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang
Kehutanan Dalam Rangka Pelaksanaan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang
Penanaman Modal kepada Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal,

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Nomor 05 Tahun 2010 tentang
Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di
Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Dalam
Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala
Badan Koordinasi Penanaman Modal,
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